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Abstrak
 

Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat

dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Sehingga untuk

meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah bersama lembaga legislatif berupaya

menyempurnakan peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi serta membentuk Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi mustahil dapat berjalan efektif bila tidak didukung dengan pengadilan yang independent dan

kompeten untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam keberadaaanya, ternyata adanya pengadilan tindak pidana korupsi menimbulkan dualisme

diantara pengadilan yang mengadili pelaku korupsi, yaitu antara pengadilan umum dan pengadilan khusus

Tindak Pidana Korupsi. Padahal kedua pengadilan ini mengadili perbuatan orang yang samasama di dakwa

melakukan tindak pidana korupsi, yang diancaman pidana oleh undang-undang yang sama, namun dapat

menghasilkan putusan yang berbeda. Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk

mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dan faktor yang menjadi dasar

pertimbangan bagi hakim dalam putusannya serta mencari upaya untuk mengurangi disparitas putusan

hakim antara pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hakim pada pengadilan Umum terhadap tindak pidana

korupsi. Carl hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pandangan hakim terhadap

tindak pidana korupsi. Sistem peradilan di Indonesia yang menganut asas pembuktian menurut

undangundang secara negatif, tidak dianutnya "the binding of precedent", multi tafsir darn pengaruh non

yuridis seringkali menjadi penyebab disparitas putusan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk

meminimalkannya adalah dengan znenyatukan pandangan, versi dan misi pada setiap hakim untuk

menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

<hr>

Corruption influenced state life and destructed economic and society system in a large scale, hence, no

longer it may be grouped as an ordinary crime but should be granted as an extraordinary crime. Presently,

the conventional law enforcement to combat corruption had taken obstacles. So as to increase efforts for

Combating of such corruption criminal act the government (executive) with legislative mutually, they had

improved legislation to Combat corruption criminal act as well as to establish The Commission to Combat

Corruption. Nevertheless, the efforts conducted by The' Commission to Combat Corruption, possibly, it may

not be realized effectively, unless it will not be supported by competent and independent courts to try case of

corruption criminal act, then it is established Corruption Courts had resulted in ambiguity among courts

trying corruption actor(s), i.e, General and Special courts for trying corruption criminal Act. Indeed, those
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two institutions examining the same cases of corruption criminal act and threatened by imprisonment under

legislation, but it had resulted in the different judgement. Both field and library researches had been

conducted in order to know the opinion of judge is against corruption criminal Act and factor as basic

considerations of judge regarding his/her judgement and seeking out the efforts for reducing disparity of

judge's decision among court of corruption criminal act and general court in term of corruption criminal act.

The result research indicated that there are disparities among judges' s opinion regarding corruption criminal

act. Frequently, judiciary system of Indonesia based on the negativity evidentiary basic rule, not the binding

of precedent, multi interpretations and non juridical impact had resulted in disparity of judgement. Hence,

the efforts to be conducted for minimizing it is by unifying their opinion, vision and mission for each judge

to put corruption as joint enemy.


